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	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan mekanisme pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika sebagai negara penganut federalisme menggunakan Electoral College untuk memilih presidennya dengan perwakilan electoral dari setiap negara bagian yang bertujuan mewakili suara rakyatnya secara tidak langsung. Di sisi lain, sebagai negara demokratis berbasis sistem kesatuan (unitarisme), Indonesia menerapkan mekanisme pemilihan langsung, di mana setiap suara memiliki bobot setara dalam menetapkan presiden yang terpilih. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konteks pemilihan presiden di kedua negara sesuai sistem yang berlaku, sekaligus mengeksplorasi potensi relevansi dan efektivitas jika model Electoral College diadaptasi ke Indonesia, serta tantangan – tantangan yang dihadapi kedua negara. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan mengutamakan norma-norma hukum yang berlaku dan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan terakit mekanisme pemilihan presiden. Tahapan penelitian meliputi identifikasi sistem pemilu kedua negara melalui kajian literatur dan dokumen hukum, dilanjutkan dengan komparasi sistematis untuk mengungkap persamaan, perbedaan, implikasi regulasi, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi. Selanjutnya, hasil disajikan secara terstruktur guna menyajikan perspektif komprehensif tentang dinamika pemilihan presiden pada kedua negara. Artikel ini mengkaji perbandingan antara sistem electoral college dengan sistem pemilihan langsung. Penulis menganalisis relevansi dan efektivitas implementasi Electoral College di Indonesia, sekaligus menganalisis tantangan struktural dan operasional yang muncul dari kedua sistem tersebut, baik dalam kerangka politik Amerika Serikat maupun dinamika pemerintahan Indonesia.
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PENDAHULUAN 
Pemilihan presiden merupakan momen penting dalam sistem demokrasi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua negara ini memiliki mekanisme pemilihan presiden yang berbeda secara signifikan, yang mencerminkan sejarah politik, budaya, dan struktur pemerintahan masing-masing. Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College, sebuah mekanisme unik yang melibatkan perwakilan electoral dari setiap negara bagian untuk memilih presiden, bukan pemilihan langsung oleh rakyat.[footnoteRef:1] Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung, di mana suara rakyat secara nasional menentukan pemenang.[footnoteRef:2] Perbedaan ini menjadi dasar menarik untuk melakukan kajian perbandingan mengenai dinamika pemilu presiden di kedua negara tersebut. [1:  Barney Warf, ‘The U.S. Electoral College and Spatial Biases in Voter Power’, Annals of the Association of American Geographers, 2009, p. 185 <https://doi.org/10.1080/00045600802516017>.]  [2:  Sandy Sulistiono and Widyawati Boediningsih, ‘KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA’, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2023, p. 334 <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.] 

Sistem Electoral College di Amerika Serikat merupakan hasil kompromi dari para pendiri negara yang menginginkan keseimbangan antara suara rakyat dan peran negara bagian dalam memilih presiden.[footnoteRef:3] Setiap negara bagian memiliki jumlah electoral yang setara dengan jumlah anggota Kongresnya, dengan total 538 electoral secara nasional. Kandidat harus meraih minimal 270 suara electoral untuk menang. Sistem ini memungkinkan situasi di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak secara nasional belum tentu menjadi pemenang, seperti yang terjadi dalam beberapa pemilu sebelumnya. Mekanisme ini menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap rumit dan terkadang tidak mencerminkan suara mayoritas rakyat secara langsung. [3:  Philip R. Schmidt, ‘The Electoral College and Conflict in American History and Politics’, Sociological Practice, 2002, p. 197.] 

Indonesia mengadopsi sistem pemilihan presiden yang lebih sederhana dan langsung, di mana pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak secara nasional akan memenangkan pemilu. Sistem ini dianggap lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pemilu presiden di Indonesia juga diwarnai oleh dinamika multipartai yang memungkinkan berbagai partai politik mengusung calon presiden dan wakil presiden.[footnoteRef:4] Keberagaman ini mencerminkan pluralitas politik Indonesia yang luas dan kompleks, serta menimbulkan tantangan tersendiri dalam membangun koalisi politik yang efektif untuk memenangkan pemilu. [4:  Latipah Nasution, ‘Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat’, ’ADALAH, 2017, p. 83 <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>.] 

Tahapan pemilu di Amerika Serikat berlangsung dalam waktu yang panjang dan berlapis, dimulai dari pemilihan pendahuluan (primary) dan kaukus yang diadakan di berbagai negara bagian, dilanjutkan dengan konvensi nasional partai, kampanye, pemungutan suara, hingga pertemuan Electoral College.[footnoteRef:5] Proses ini memakan waktu hampir dua tahun dan melibatkan berbagai strategi politik yang kompleks. Sebaliknya, pemilu presiden di Indonesia biasanya berlangsung dalam siklus yang lebih singkat dan terpusat, dengan tahapan kampanye dan pemungutan suara yang relatif langsung dan cepat.[footnoteRef:6] Perbedaan ini memengaruhi dinamika politik dan strategi kampanye di masing-masing negara. [5:  Aryo Nugroho and others, ‘A Decision Guidance for Solving Success Rate Political Campaign Using Distance Weighted KNN in Nassi-Shneiderman Framework’, International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 2021, p. 411 <https://doi.org/10.22266/ijies2021.0430.37>.]  [6:  Sutan Sorik, ‘Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi’, Jurnal Penelitian Politik, 2019, p. 511 <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773>.] 

Peran partai politik dalam pemilu presiden juga berbeda antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat, sistem dua partai dominan, yaitu Demokrat dan Republik, menguasai panggung politik nasional. Kandidat independen jarang berhasil karena sistem pemilu dan struktur partai yang kuat.[footnoteRef:7] Di Indonesia, sistem multipartai memungkinkan lebih banyak partai untuk berpartisipasi dan mengusung calon, menciptakan persaingan yang lebih beragam dan dinamis.[footnoteRef:8] Hal ini berdampak pada pola koalisi dan negosiasi politik yang berbeda dalam proses pemilihan presiden. [7:  James Dawson and Seán Hanley, ‘Foreground Liberalism, Background Nationalism: A Discursive-Institutionalist Account of EU Leverage and “Democratic Backsliding” in East Central Europe’, Journal of Common Market Studies, 2019, p. 820 <https://doi.org/10.1111/jcms.12845>.]  [8:  Aditya Putera Adiguna, Rifaid Rifaid, and Zaldi Rusnaedy, ‘Problematics of Multiparty Systems in Indonesia’, Journal of Governance and Local Politics, 2020, p. 100 <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i1.36>.] 

Pengaruh budaya politik dan sejarah juga menjadi faktor penting dalam membentuk sistem pemilu di kedua negara. Amerika Serikat memiliki tradisi federalisme yang kuat, sehingga negara bagian memiliki peran signifikan dalam proses pemilihan presiden melalui Electoral College. Indonesia, sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial langsung, menempatkan suara rakyat secara nasional sebagai penentu utama. Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diadaptasi sesuai dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara.
Perbedaan regulasi dan pelaksanaan pemilu presiden antara Amerika Serikat dan Indonesia menimbulkan sejumlah ketidaksesuaian yang dapat disebut sebagai celah hukum. Dalam konteks Amerika Serikat, sistem Electoral College yang kompleks dan tidak langsung menimbulkan tantangan dalam hal representasi suara rakyat secara proporsional. Ketentuan yang mengatur mekanisme ini kadang-kadang tidak mampu mengakomodasi perkembangan dinamika politik dan demografi negara bagian, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa suara mereka kurang terwakili secara adil.[footnoteRef:9] Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip demokrasi mayoritas dengan praktik pemilihan yang dijalankan. [9:  Diah Ayu Pratiwi, ‘Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?’, JURNAL TRIAS POLITIKA, 2018, p. 25 <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.] 

Indonesia meskipun sistem pemilu langsung memberikan peluang partisipasi yang luas, terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai permasalahan teknis dan sosial selama proses pemilu. Misalnya, aturan mengenai pengawasan pemilu dan penanganan sengketa masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil dengan akses terbatas.[footnoteRef:10] Selain itu, regulasi tentang kampanye dan pendanaan politik juga terkadang belum memberikan batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan calon presiden.[footnoteRef:11] Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang perlu diperbaiki untuk menjamin keadilan dan transparansi pemilu.[footnoteRef:12] [10:  Caken Zadrak Karatem, ‘Tata Kelola Pemilu Di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Kepulauan Aru)’, Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 2022, p. 200 <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.247>.]  [11:  Faisal Adhyaksa, “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Petugas PPS Dan KPPS Sebagai Korban Penyelengaraan Pemilihan Umum,” Jurnal Cakrawala Hukum 11, no. 1 (April 30, 2020),25 https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3530.]  [12:  Lati praja delmana, ‘PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA’, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2020, p. 4 <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>.] 

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan di kedua negara mencerminkan perlunya evaluasi dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Perbedaan karakteristik sistem pemilu menuntut pendekatan yang berbeda dalam mengisi celah hukum tersebut agar mekanisme pemilu dapat berjalan lebih efektif dan demokratis. Upaya harmonisasi antara aturan dan pelaksanaan menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Penanganan celah hukum ini juga membuka peluang bagi inovasi kebijakan yang dapat memperkuat integritas dan legitimasi pemilihan presiden di masa mendatang.
Kajian perbandingan mengenai dinamika pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem politik dan mekanisme pemilu mempengaruhi hasil dan proses demokrasi. Memahami perbedaan dan persamaan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta memberikan pelajaran bagi pengembangan demokrasi yang lebih efektif dan representatif di masa depan. Studi ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana sistem pemilu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik setiap negara.
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sebagai metodologi utama dalam mengkaji dinamika pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang berkaitan dengan sistem pemilu presiden di kedua negara. Studi ini menelaah berbagai sumber hukum primer seperti konstitusi, undang-undang pemilu, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas teori serta praktik pemilu presiden. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem pemilu tersebut.
Metode penelitian normatif memberikan kerangka analisis yang kuat dalam memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini mengutamakan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku,  serta interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme pemilihan presiden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pemilu presiden di kedua negara. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi perbandingan hukum tata negara, khususnya dalam konteks pemilihan presiden.
Penelitian ini dimulai dengan identifikasi dan analisis sistem pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia melalui studi literatur serta penelaahan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, dilakukan pemetaan terhadap tahapan-tahapan pemilu, mekanisme pelaksanaan, serta peran aktor politik utama di masing-masing negara. Proses perbandingan dilakukan secara sistematis untuk menemukan persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem, baik dari segi regulasi, pelaksanaan, maupun implikasinya terhadap demokrasi. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pemilu presiden di kedua negara, sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem pemilu yang lebih efektif dan representatif.
PEMBAHASAN 
1. Mekanisme Pemilu Presiden Amerika dan Indonesia
 	Sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dikenal sebagai mekanisme yang menggunakan sistem langsung serta sekaligus tidak langsung melalui lembaga yang disebut Electoral College. Ketika warga Amerika datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya tidak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden saja, tetapi juga memilih para elector yang akan duduk dalam Electoral College.[footnoteRef:13] Para elector ini merupakan perwakilan yang dicalonkan oleh partai politik di tingkat negara bagian, biasanya terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki afiliasi kuat dengan kandidat presiden dari partainya.[footnoteRef:14] Setelah pemungutan suara selesai, para elector inilah yang berkumpul beberapa minggu kemudian untuk secara resmi memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. [13:  Warf.]  [14:  JOSE M. PAVÍA, “On Introducing Proportionality in American Presidential Elections: An Historical Analysis, 1828–2008,” The Political Quarterly 82, no. 3 (July 22, 2011): 435, https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2011.02208.x.] 

Jumlah elector yang dimiliki setiap negara bagian sebanding dengan jumlah anggota Kongres dari negara bagian tersebut, yaitu gabungan antara jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Total elector secara nasional berjumlah 538 orang, sehingga untuk memenangkan pemilihan, seorang kandidat harus memperoleh minimal 270 suara electoral.[footnoteRef:15] Negara bagian dengan populasi besar seperti California memiliki jumlah elector terbanyak, sedangkan negara bagian dengan populasi kecil seperti Wyoming, Alaska, dan North Dakota hanya memiliki tiga elector. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara negara bagian dengan populasi besar dan kecil dalam proses pemilihan presiden. [15:  Thomas Holbrook, “The Role of Campaigns in U.S. Presidential Elections,” in Do Campaigns Matter? (2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc., 1996), 158, https://doi.org/10.4135/9781452243825.n7.] 

Mayoritas negara bagian di Amerika Serikat menerapkan sistem winner takes all, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu negara bagian akan mendapatkan seluruh suara electoral dari negara bagian tersebut. Hanya Maine dan Nebraska yang membagi suara electoral secara proporsional sesuai dengan perolehan suara kandidat. Konsekuensi dari sistem ini adalah kemungkinan terjadinya situasi di mana kandidat yang kalah secara suara populer nasional tetap bisa memenangkan kursi presiden jika berhasil mengumpulkan suara electoral mayoritas di negara bagian strategis. Fenomena ini pernah terjadi pada pemilu tahun 2000 dan 2016, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keadilan sistem Electoral College.
Setelah pemilihan umum selesai, para elector akan berkumpul di ibu kota negara bagian masing-masing sekitar 41 hari setelah hari pemungutan suara nasional. Mereka akan memberikan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian hasil pemilihan ini dituangkan dalam sertifikat resmi yang dikirimkan ke Kongres. Pada bulan Januari, Kongres Amerika Serikat akan mengadakan sidang bersama untuk menghitung suara electoral secara resmi dan mengumumkan pemenang pemilihan presiden. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas suara electoral, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan menentukan presiden, sementara Senat memilih wakil presiden.
Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat memberikan suara secara langsung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terdaftar. Suara yang diberikan dihitung secara nasional tanpa perantara lembaga seperti Electoral College, sehingga pasangan calon dengan suara terbanyak secara nasional akan langsung ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden.[footnoteRef:16] Sistem ini dinilai lebih sederhana dan transparan karena hasil suara rakyat secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin negara. [16:  Sulistiono and Boediningsih.] 

Pemilu presiden di Indonesia dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara, dengan tahapan yang meliputi pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).[footnoteRef:17] Proses ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan terpusat, berbeda dengan siklus pemilu di Amerika Serikat yang panjang dan berlapis. Selain itu, Indonesia menggunakan sistem multi-partai yang memungkinkan lebih banyak partai politik untuk berpartisipasi dan mengajukan calon presiden, sehingga mencerminkan keberagaman politik nasional. [17:  Adi Hardiyanto Wicaksono, ‘Political Law of General Elections in the Reformation Era in Indonesia’, Scientium Law Review (SLR), 2022, p. 54 <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.182>.] 

Keunggulan sistem pemilu langsung di Indonesia terletak pada kemudahan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilihan dan hasilnya. Setiap suara rakyat memiliki bobot yang sama dalam menentukan pemenang, tanpa adanya mekanisme perantara atau pembagian suara electoral seperti di Amerika Serikat. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal logistik, pengawasan, dan potensi konflik antar pendukung pasangan calon, mengingat luasnya wilayah dan besarnya jumlah pemilih.
Perbandingan antara mekanisme pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia menyoroti adanya perbedaan mendasar dalam filosofi serta pelaksanaan pemilihan. Amerika Serikat menekankan pentingnya keseimbangan antara negara bagian melalui Electoral College, sehingga suara dari negara bagian kecil tetap memiliki pengaruh signifikan dalam proses pemilihan presiden. Sistem ini lahir dari sejarah federalisme yang kuat, di mana negara bagian memiliki otonomi dan peran penting dalam pemerintahan nasional. Di sisi lain, Indonesia menonjolkan prinsip suara rakyat secara langsung sebagai penentu utama, mencerminkan semangat demokrasi yang lebih egaliter dan inklusif. Pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi yang luas kepada seluruh warga negara, tanpa membedakan asal daerah atau jumlah penduduk di suatu wilayah.
Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi, serta dipengaruhi oleh sejarah, struktur politik, dan kebutuhan demokrasi di masing-masing negara. Electoral College di Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap dominasi negara bagian berpenduduk besar, namun kerap menuai kritik karena dapat menghasilkan pemenang yang tidak memperoleh suara terbanyak secara nasional. Sebaliknya, sistem pemilu langsung di Indonesia dianggap lebih transparan dan mudah dipahami, namun menghadapi tantangan besar dalam hal logistik dan potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat. Analisis perbandingan ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu sistem yang sepenuhnya ideal, melainkan setiap negara perlu menyesuaikan mekanisme pemilu dengan karakteristik sosial, budaya, dan politik yang dimilikinya.
2. Relevansi dan Efektivitas Implementasi Electoral College Jika Disesuaikan dengan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
A.V. Dicey mengemukakan bahwa prinsip unitarisme merupakan satu kesatuan negara di bawah satu pemerintahan yang berdaulat, akan tetapi karena faktor luasnya wilayah dan banyaknya penduduk, maka urusan pemerintahannya dibagi menjadi beberapa daerah dengan sifat otonomi daerah melalui sistem desentralisasi, bukan memberi kedaulatan.[footnoteRef:18] Adapun menurut pemikiran C. F. Strong, bahwa negara kesatuan memiliki kedaulatan yang tidak dapat dibagi - bagi, artinya konstitusi suatu negara kesatuan tidak mengakui dan mengatur adanya lembaga pembentuk undang - undang, selain dari lembaga pembentuk undang - undang di pusat.[footnoteRef:19] Maka dari itu, otoritas negara kesatuan hanya ada di pemerintahan pusat dan UUD NRI 1945 menjadi hukum tertulis tertinggi di negara ini.[footnoteRef:20]  [18:  Soehino, Ilmu Negara, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Liberty, 2008), 224.]  [19:  C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk, Cetakan ke-10 (Bandung: Nusamedia, 2015), 111.]  [20:  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 20.] 

Ketika pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), Indonesia yang latar belakangnya sebagai negara kesatuan tentu tidak memberikan perbedaan pada tiap - tiap daerah untuk bersuara, setiap individu mempunyai hak memilih Presiden secara langsung. Dikarenakan pemilih tiap daerah memiliki nilai suara yang sama (one man one vote one value), maka daerah dengan penduduk yang banyak akan berpengaruh untuk menentukan menangnya calon Presiden dan Wakil Presiden.[footnoteRef:21] Lain halnya dengan Electoral College, mereka memberikan suara untuk memilih Presiden melalui perwakilan atau elector dari partai di masing - masing negara bagian yang sudah ditentukan, dalam hal ini artinya pilpres dilakukan secara tidak langsung karena suara dari sejumlah masyarakat telah diwakili oleh congressional districts. [21:  Diana Septaviana and Anajeng Esri Edhi Mahanani Maharani, ‘SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT: ANALISIS SISTEM POPULAR VOTE DENGAN ELECTORAL COLLAGE’, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 2 (14 January 2022): 401–402, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/81777. ] 

Sejak awal negara Indonesia merdeka, para pendiri bangsa telah menyepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sebagaimana telah tercantum dalam makna alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI, dan sila keempat Pancasila. Bahwa tujuan Indonesia adalah menjadi negara yang berdaulat di tangan rakyat sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Salah satu nilai dari demokrasi Pancasila ada dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah yang bertumpu pada prinsip gotong royong dan semangat kebersamaan. Cara ini tidak hanya mendorong terciptanya rasa keadilan bagi seluruh pihak, tetapi juga menjamin bahwa suara kelompok minoritas tetap diperhatikan, bukan hanya mengutamakan kepentingan mayoritas semata.[footnoteRef:22] [22:  Machful Indra Kurniawan, DEMOKRASI & HAM INDONESIA, Cetakan Pertama (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019), 15.] 

Dalam hal ini demokrasi menjadi tonggak agar terwujudnya negara yang berdaulat. Hubungannya dengan pilpres ada pada sistem pemilihan yang digunakan, Indonesia menggunakan sistem suara terbanyak atau disebut popular vote. Dengan kata lain, calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak adalah mereka yang memenangkan pilpres. Kemenangan inilah yang memperlihatkan bagaimana proses demokrasi dapat berjalan. Dalam konteks demokrasi, sistem popular vote dikatakan menjadi salah satu dari perwujudan demokrasi karena rakyat telah menjadi pemegang kedaulatan dengan diberikan haknya untuk memilih Presiden yang akan menjadi pemimpin negara secara langsung, hal ini terlihat sejak adanya reformasi. Lain halnya ketika zaman orde baru, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan itu tidak sejalan dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sistem popular vote juga dinilai sesuai dengan prinsip demokrasi karena di sini mengandung partisipasi masyarakat dalam menentukan siapa Presiden yang akan memimpin negara, dan mayoritas suara adalah milik rakyat sebagai penentu kemenangan dari sebuah pilpres. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting untuk negara demokrasi karena rakyat adalah pemilik kedaulatan di dalamnya. 
Struktur Indonesia adalah negara kesatuan, tidak seperti Amerika Serikat yang merupakan negara federal. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menampakkan adanya keragaman dan kesatuan diantara seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak cocok apabila disamakan dengan sistem negara federal.[footnoteRef:23] Jika melihat pada penerapan sistem Electoral College yang dirancang untuk melindungi dan menaungi kepentingan negara - negara bagian dalam sistem federal, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia kurang relevan apabila menerapkan sistem seperti Electoral College karena struktur politik di Indonesia cenderung desentralisasi. Dalam artian, masing - masing provinsi di Indonesia tidak memiliki kedaulatannya sendiri seperti negara bagian di Amerika Serikat, setiap provinsi di Indonesia hanya diberi kewenangan sebatas mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom),[footnoteRef:24] hakikatnya negara kesatuan ada pada kedaulatan yang tidak dapat dibagi - bagi. Hal ini memungkinkan mekanisme Electoral College tidak sejalan dengan prinsip unitarisme. [23:  Vanya Karunia Mulia Putri, ‘2 Alasan Indonesia Tidak Cocok Menggunakan Bentuk Negara Serikat Atau Federal ’, kompas.com, 11 November 2023, https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/11/100000569/2-alasan-indonesia-tidak-cocok-menggunakan-bentuk-negara-serikat-atau. ]  [24:  Siti Afiyah, BUKU AJAR ILMU NEGARA, Cetakan Pertama (Lamongan: CV. Pustaka Ilalang Group, 2022), 45.] 

Menurut C. F. Strong, pemerintahan negara federal memiliki dua syarat. Pertama, tumbuhnya rasa kebangsaan antar negara bagian dalam kontes politik menjadi pemicu utama pembentukan federasi. Kedua, meskipun negara-negara tersebut menginginkan persatuan (union), mereka tetap menolak adanya keseragaman atau kesatuan mutlak (unity), sehingga mempertahankan identitas masing-masing dalam kerangka yang terbatas, yaitu federasi. Apabila negara - negara bagian menginginkan kesatuan, maka mereka tidak akan tergabung menjadi negara bagian, melainkan menjadi negara kesatuan.[footnoteRef:25] Berdasarkan pandangan William Riker, ikatan negara federasi awalnya hanya difungsikan untuk mencapai tujuan dalam konteks militer, kemudian berkembang untuk memenuhi kebutuhan nyata dari segi politik.[footnoteRef:26] [25:  Septaviana and Maharani, ‘SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT: ANALISIS SISTEM POPULAR VOTE DENGAN ELECTORAL COLLAGE’, 406.]  [26:  Afiyah, BUKU AJAR ILMU NEGARA, 46.] 

Amerika Serikat yang berlatar belakang sebagai negara federal tentunya tidak menginginkan kesatuan secara utuh, melainkan hanya menjunjung kesatuan dari negara - negara bagian saja. Akibatnya, aspirasi dari tiap warganya dilakukan dengan perwakilan dari masing - masing negara bagiannya tersendiri, inilah hal yang penting bagi negara penganut federalisme. Maka dari itu, Amerika memilih sistem Electoral College dengan mempersilahkan negara - negara bagian membawa perwakilannya sendiri. Sistem Electoral college adalah metode yang paling relevan dengan kondisi Amerika Serikat karena setiap negara bagian memiliki nilai suaranya sendiri sesuai kuota elector dari negara bagian itu sendiri.[footnoteRef:27] Luas wilayah dan sistem komunikasi menjadi pertimbangan bagi para perumus konstitusi untuk membentuk suatu lembaga pemilihan agar setiap negara - negara bagian dapat turut andil berpartisipasi dalam proses memilih calon Presiden. [27:  Rendy Sueztra Canaldhy, Suandi Suandi, and Umi Purwanti, ‘Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia’, JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI 13, no. 1 (31 July 2023): 52–53, https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3494. ] 

Apabila Indonesia ingin menerapkan sistem Electoral College seperti Amerika Serikat, maka butuh pertimbangan yang matang supaya pemerintah dapat melakukan pemerataan yang baik dan adil, pertimbangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengutamakan dukungan suara dari tiap - tiap pulau di Indonesia,[footnoteRef:28] melihat dari banyaknya pulau karena Indonesia merupakan negara kepulauan sebanyak kurang lebih 17.380 pulau. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak pro dan kontra dari sistem Electoral College jikalau diterapkan di Indonesia.[footnoteRef:29] [28:  Yulvia Chandra Cipta, Rosita Indrayati, and Intan Permata Putri, ‘PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UNTUK INDONESIA YANG MAJEMUK (KOMPARASI DENGAN SISTEM CHILE DAN AMERIKA SERIKAT)’, Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 2 (30 June 2023): 361, https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1563. ]  [29:  Deonisia Arlinta, ‘63 Pulau Baru Teridentifikasi Di Indonesia’, kompas.id, 14 December 2024, https://www.kompas.id/artikel/ada-63-pulau-baru-yang-teridentifikasi-di-indonesia-total-menjadi-17380-pulau. ] 

Terdapat masalah yang sampai saat ini masih dipersoalkan dalam sistem Electoral College karena calon Presiden yang menang belum tentu orang yang memperoleh suara terbanyak dalam hal total suara karena yang diperhitungkan di sini adalah suara dari winner take all. Sistem ini secara tidak langsung telah mematikan prinsip demokrasi di negara Amerika. Oleh karena itu, jika Indonesia ikut menerapkan sistem tersebut, maka akan membuka peluang matinya demokrasi yang telah dijunjung tinggi dalam dasar negara Pancasila.[footnoteRef:30] [30:  Raden Samuel Christian Soeprodjo, ‘Electoral College: Apa Yang Salah Dari Sistem Pemilu Amerika Serikat’, Media Mahasiswa Indonesia, 1 December 2024, https://mahasiswaindonesia.id/electoral-college-apa-yang-salah-dari-sistem-pemilu-amerika-serikat/. ] 

Sistem Electoral College dalam Pemilihan Presiden Amerika memiliki kompleksitas terkait metode perwakilan yang tidak proporsional dalam representasi kursi kongres. Terdapat negara bagian dengan populasi jauh lebih kecil atau lebih besar daripada nilai satu kursi kongres, tetapi tetap memiliki jumlah elector yang setara. Ketika tahun 2015, negara bagian Wyoming dengan populasi 586.107 jiwa memiliki 3 elector (2 senator dan 1 anggota kongres). Sebagai perbandingan, Montana yang berpenduduk 1.032.949 jiwa juga hanya diwakili oleh 3 elector (2 senator dan 1 anggota kongres), meskipun populasinya hampir dua kali lipat lebih besar.[footnoteRef:31] [31:  Usep Hasan Sadikin, ‘Jika Electoral College Diterapkan Di Pilpres Indonesia’, rumahpemilu, 13 November 2016, https://rumahpemilu.org/3197-2/. ] 

Jika Amerika Serikat tetap ingin mempertahankan sistem Electoral College, alokasi kursi kongres di setiap daerah pemilihan perlu mengalami restrukturisasi. Sebagai mekanisme yang mengusung semangat perwakilan, Electoral College idealnya memisahkan secara jelas prinsip representasi berbasis wilayah dan populasi untuk menjamin keseimbangan yang lebih adil.[footnoteRef:32] Prinsip kesetaraan daerah negara bagian antara yang padat penduduk dengan yang jarang penduduk sudah direpresentasikan anggota elector dari senator yang jumlahnya sama di tiap negara bagian. Akan tetapi, tetap ada tuntutan kesetaraan negara bagian melalui jumlah anggota kongres dalam sistem Electoral College karena kondisinya belum relevan.[footnoteRef:33] [32:  Sadikin.]  [33:  Sadikin.] 

Jika Indonesia ingin menerapkan sistem Electoral College ala Amerika Serikat dalam pemilihan presiden, penataan ulang alokasi kursi DPR di setiap daerah pemilihan (dapil) harus dilakukan. Hal tersebut karena distribusi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini dinilai tidak proporsional, di mana terdapat daerah yang rendah representatif dan ada yang kelebihan representatif. Pada Pemilu 2014, satu kursi legislatif di Papua Barat merepresentasikan 253.618 penduduk, sementara di Kepulauan Riau, satu kursi justru mewakili 561.899 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa isu sentimen perbedaan antara daerah padat penduduk dan minim penduduk tidak relevan dikaitkan dengan representasi di DPR. Selain itu, representasi daerah juga telah diakomodasi melalui kursi lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap daerah, baik yang berpenduduk padat maupun minim, tetap memiliki jumlah kursi perwakilan yang setara.[footnoteRef:34] [34:  Sadikin.] 

Dengan demikian, kondisi ini semakin mempertegas bahwa sistem Electoral College tidak hanya dinilai tidak efektif, tetapi juga tidak relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam prinsip kenegaraan dan struktur ketatanegaraan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebagai negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan langsung, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama, sementara Electoral College lahir dari konteks federalisme Amerika Serikat yang mengakomodasi keseimbangan antara negara bagian dan pemerintah pusat. Selain itu, sistem perwakilan di Indonesia sudah dirancang untuk memastikan proporsionalitas melalui mekanisme daerah pemilihan dan komposisi DPR-DPD, sehingga mengadopsi model Electoral College berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi, mengabaikan prinsip one man one vote one value, serta bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Tantangan dan Solusi Sistem Pemilihan Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia
Pelaksanaan mekanisme pemilu presiden di Amerika Serikat menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kompleksitas sistem Electoral College. Salah satu kendala utama adalah potensi ketidaksesuaian antara suara populer nasional dengan hasil akhir pemilihan presiden. Sistem winner takes all di sebagian besar negara bagian memungkinkan seorang kandidat memenangkan seluruh suara elektoral meskipun hanya meraih mayoritas tipis di daerah tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana fokus kampanye presiden lebih tertuju pada negara - negara bagian yang bersifat "swing states" atau negara bagian yang perolehan suaranya sulit diprediksi, sementara negara bagian yang sudah memiliki kecenderungan politik tertentu sering terabaikan.[footnoteRef:35] Akibatnya, sebagian besar pemilih di negara bagian yang secara konsisten mendukung partai tertentu merasa suara mereka kurang signifikan dalam menentukan hasil akhir pemilihan. [35:  Jaerim Choi and Sunghun Lim, ‘Tariffs, Agricultural Subsidies, and the 2020 US Presidential Election: Unintended Consequences’, SSRN Electronic Journal, 2021, p. 14 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3773952>.] 

Kondisi tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat yang merasa suara mereka kurang terwakili secara proporsional, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan pertanyaan mengenai legitimasi hasil pemilu. Perdebatan mengenai reformasi sistem Electoral College pun semakin intens, terutama setelah beberapa kasus di mana kandidat yang memenangkan suara populer nasional justru kalah dalam perolehan suara elektoral. Beberapa pihak mengusulkan perubahan sistem menjadi pemilihan langsung berdasarkan suara populer nasional, sementara yang lain menyarankan distribusi suara elektoral yang lebih proporsional di setiap negara bagian.[footnoteRef:36] Meskipun demikian, perubahan sistem ini menghadapi hambatan konstitusional yang signifikan, mengingat Electoral College telah tertanam dalam struktur konstitusi Amerika Serikat dan memerlukan amandemen konstitusi untuk mengubahnya secara fundamental. [36:  Keith E. Whittington, “FOUR. The Judiciary in the Politics of Opposition,” in Political Foundations of Judicial Supremacy (Princeton University Press, 2007), 161, https://doi.org/10.1515/9781400827756-005.] 

Durasi proses pemilu di Amerika Serikat yang panjang dan berlapis menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga partisipasi serta antusiasme pemilih. Tahapan yang harus dilalui meliputi pemilihan pendahuluan, kaukus, konvensi partai, kampanye nasional, hingga akhirnya pertemuan Electoral College. Seluruh rangkaian ini dapat berlangsung hampir dua tahun, sehingga membutuhkan komitmen dan perhatian yang cukup besar dari masyarakat pemilih.[footnoteRef:37] Proses yang berlarut-larut ini sering kali menimbulkan kelelahan politik di kalangan pemilih, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi dalam pemungutan suara utama.[footnoteRef:38] Fenomena kelelahan politik ini menjadi perhatian khusus karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan demokrasi. [37:  Nugroho and others.]  [38:  Ari Wuisang and Yunani Abiyoso, ‘PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF’, PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2022, p. 299 <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>.] 

Kompleksitas tahapan pemilu yang panjang juga membuka ruang bagi berbagai strategi politik yang intensif dan terkadang kontroversial. Kandidat dan partai politik memanfaatkan waktu kampanye yang panjang untuk melakukan berbagai manuver politik, baik dalam bentuk promosi maupun serangan terhadap lawan politik.[footnoteRef:39] Situasi ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan transparansi pemilu, terutama jika strategi yang digunakan cenderung negatif atau menyesatkan. Selain itu, kampanye yang berlangsung lama berpotensi meningkatkan polarisasi di masyarakat, sehingga memperbesar risiko terjadinya konflik sosial pasca-pemilu. Dengan demikian, durasi dan kompleksitas proses pemilu di Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada partisipasi, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan stabilitas politik secara keseluruhan. [39:  Michael A. Hansen and Kathleen Dolan, ‘Cross-Pressures on Political Attitudes: Gender, Party, and the #MeToo Movement in the United States’, Political Behavior, 2023, p. 527 <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09763-1>.] 

Dinamika politik di Amerika Serikat menghadirkan tantangan yang signifikan dalam hal representasi suara minoritas dan wilayah tertentu. Sistem Electoral College yang digunakan dalam pemilihan presiden memberikan bobot suara yang berbeda antara negara bagian satu dengan lainnya. Negara bagian yang memiliki populasi kecil, seperti Wyoming atau Vermont, memperoleh jumlah elektor yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan negara bagian berpenduduk padat seperti California atau Texas.[footnoteRef:40][footnoteRef:41] Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar negara bagian, namun dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengaruh suara pemilih di tingkat nasional. [40:  Jeronimo Cortina and Brandon Rottinghaus, ‘“The Quiet Revolution”: Convenience Voting, Vote Centers, and Turnout in Texas Elections’, Politics, Groups, and Identities, 2023, p. 257 <https://doi.org/10.1080/21565503.2021.1946099>.]  [41:  Zoltan L. Hajnal, Vladimir Kogan, and G. Agustin Markarian, ‘Who Votes: City Election Timing and Voter Composition’, American Political Science Review, 2022, p. 374 <https://doi.org/10.1017/S0003055421000915>.] 

Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan suara pemilih di negara bagian kecil menjadi lebih berharga dibandingkan dengan suara pemilih di negara bagian besar. Satu suara di negara bagian kecil dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap hasil akhir pemilihan presiden dibandingkan satu suara di negara bagian besar.[footnoteRef:42] Situasi ini menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah berpenduduk padat, karena suara mereka dianggap tidak sebanding dengan suara di negara bagian lain. Akibatnya, muncul kritik yang mempertanyakan keadilan dan relevansi sistem Electoral College dalam konteks demokrasi yang mengedepankan prinsip satu orang satu suara. [42:  Amando Basurto Salazar, ‘The 2020 General Elections and the Democratic Balance in the United States of America’, Norteamerica, 2020, p. 221 <https://doi.org/10.22201/CISAN.24487228E.2020.2.440>.] 

Fenomena ini juga berdampak pada strategi kampanye para kandidat presiden. Kandidat cenderung lebih fokus menggalang dukungan di negara bagian yang dikenal sebagai swing states atau battleground states, yaitu negara bagian yang jumlah elektoralnya cukup signifikan dan tidak memiliki kecenderungan politik yang tetap. Negara bagian dengan jumlah elektor yang kecil namun tetap kompetitif sering kali menjadi medan pertempuran utama dalam kampanye, sementara negara bagian dengan populasi besar yang sudah memiliki kecenderungan politik tertentu cenderung diabaikan. Kondisi ini membuat sebagian besar pemilih di negara bagian besar merasa kurang diperhatikan dalam proses pemilu.
Selain itu, sistem Electoral College juga mempengaruhi representasi kelompok minoritas. Di beberapa negara bagian kecil, kelompok minoritas mungkin memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi hasil pemilihan karena bobot suara yang lebih besar.[footnoteRef:43] Namun, secara nasional, kelompok minoritas di negara bagian besar tetap menghadapi tantangan dalam memperjuangkan kepentingan mereka karena suara mereka terdistribusi lebih tipis. Ketimpangan ini semakin memperkuat perdebatan mengenai perlunya reformasi sistem pemilihan presiden agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan representasi yang setara bagi seluruh warga negara. [43:  PAVÍA.] 

Perdebatan mengenai relevansi dan keadilan sistem Electoral College terus berkembang seiring dengan perubahan demografi dan dinamika politik di Amerika Serikat. Banyak pihak yang menilai bahwa sistem ini sudah tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi modern yang menuntut persamaan hak suara bagi setiap warga negara. Ketidakseimbangan representasi suara antar negara bagian menjadi isu sentral yang memicu diskusi publik, baik di kalangan akademisi, politisi, maupun masyarakat umum. Perdebatan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam representasi suara minoritas dan wilayah tertentu masih menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perkembangan demokrasi Amerika Serikat.
Pelaksanaan pemilu langsung di Indonesia dihadapkan pada tantangan geografis yang sangat kompleks. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, pegunungan, dan daerah terpencil menyebabkan distribusi logistik pemilu menjadi proses yang tidak mudah.[footnoteRef:44] Pengiriman surat suara, kotak suara, serta perlengkapan pemilu lainnya sering kali mengalami keterlambatan atau bahkan hambatan yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kondisi ini berdampak pada kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan suara, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau ketidakpuasan di tingkat lokal. [44:  Haswan Boris Muda Harahap et al., “Fenomena Money Politik Terhadap Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia,” JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area 11, no. 1 (June 22, 2023): 59, https://doi.org/10.31289/jppuma.v11i
1.9247.] 

Selain kendala geografis, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah utama dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Banyak daerah yang mengalami kekurangan petugas pemilu yang terlatih dan memahami prosedur pelaksanaan serta pengawasan yang baik.[footnoteRef:45] Hal ini menyebabkan pengawasan di tempat pemungutan suara menjadi kurang optimal, sehingga berisiko terjadi pelanggaran seperti pencoblosan ganda, penggelembungan suara, atau manipulasi hasil suara. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi petugas pemilu di daerah-daerah tertentu semakin memperburuk kondisi ini. [45:  Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2018,73, https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.] 

Tantangan lain yang muncul adalah rendahnya literasi politik di sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu dan prosedur pelaksanaan pemilu dapat menyebabkan tingginya angka golput atau suara tidak sah. Selain itu, masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih lebih mudah terpengaruh oleh praktik politik uang atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Situasi ini dapat mengurangi kualitas demokrasi dan mencederai integritas pemilu secara keseluruhan.
Pengawasan pemilu yang lemah juga memicu terjadinya pelanggaran administratif dan pidana yang sulit terdeteksi serta ditindaklanjuti. Banyak kasus pelanggaran yang tidak terlaporkan atau tidak diproses secara hukum karena keterbatasan akses dan pengawasan di lapangan. Hal ini menciptakan ruang bagi praktik-praktik curang yang dapat memengaruhi hasil akhir pemilu, khususnya di daerah dengan tingkat persaingan politik yang tinggi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu menjadi menurun, dan potensi konflik sosial pun semakin besar.
Keseluruhan tantangan teknis dan sosial ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu langsung di Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas petugas pemilu. Integritas pemilu sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjamin proses yang adil dan transparan di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang paling sulit dijangkau.[footnoteRef:46] Tanpa pengawasan yang memadai dan partisipasi masyarakat yang berkualitas, pemilu berisiko kehilangan legitimasi serta gagal mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. [46:  Karatem.] 

Proses penanganan sengketa pemilu di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan, terutama dalam hal kecepatan dan transparansi penyelesaian. Sengketa yang muncul setelah pemilu sering kali memerlukan waktu yang lama untuk ditangani oleh lembaga penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Konstitusi.[footnoteRef:47] Proses yang berlarut-larut ini tidak hanya menunda penetapan hasil pemilu secara resmi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan pelaku politik. Ketidakpastian tersebut dapat memperburuk suasana politik, terutama ketika hasil pemilu dipertanyakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. [47:  Fira Natasha et al., “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” Limbago : Journal of Constitutional Law, 2021,517.] 

Kurangnya transparansi dalam proses penyelesaian sengketa turut memperparah situasi pasca-pemilu. Masyarakat dan para pemangku kepentingan sering kali merasa sulit memperoleh akses informasi yang jelas mengenai tahapan dan dasar keputusan yang diambil oleh lembaga penyelesaian sengketa.[footnoteRef:48] Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan keadilan proses hukum yang dijalankan. Ketidakjelasan tersebut dapat memicu spekulasi dan ketegangan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. [48:  Marzellina Hardiyanti et al., “URGENSI SISTEM E-VOTING DAN SIREKAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024,” JOURNAL EQUITABLE 7, no. 2 (November 30, 2022): 249, https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257.] 

Ketegangan politik yang muncul akibat sengketa pemilu yang belum terselesaikan dengan baik juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Ketika hasil pemilu dipertanyakan dan proses penyelesaiannya dianggap tidak adil atau lambat, dukungan terhadap calon yang kalah dapat berubah menjadi protes atau bahkan kerusuhan. Situasi semacam ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang efektif dan adil menjadi sangat penting untuk menjaga ketenangan dan stabilitas politik pasca-pemilu.
Selain itu, hambatan dalam penanganan sengketa pemilu juga terkait dengan kapasitas dan sumber daya lembaga penyelesaian sengketa. Keterbatasan tenaga ahli, sarana, dan prosedur yang belum optimal dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Hal ini semakin diperparah oleh kompleksitas kasus sengketa yang sering melibatkan bukti-bukti teknis dan aspek hukum yang rumit. Keterbatasan tersebut menuntut upaya peningkatan kapasitas lembaga agar mampu menangani sengketa secara lebih cepat dan akurat, sehingga hasil pemilu dapat segera ditetapkan dan diterima oleh semua pihak.
Regulasi mengenai kampanye di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan batasan serta transparansi aktivitas kampanye. Aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatur secara rinci bentuk, durasi, dan metode kampanye yang diperbolehkan bagi setiap calon presiden dan partai politik.[footnoteRef:49] Ketidakjelasan ini seringkali menyebabkan pelaksanaan kampanye yang tidak merata, di mana calon dengan sumber daya lebih besar dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan media secara masif.[footnoteRef:50] Situasi ini berpotensi menghambat persaingan yang sehat dan adil, karena calon dengan keterbatasan dana dan akses media sulit menjangkau pemilih secara luas. [49:  Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri, and Nanda Sahputra Umara, “OPTIMALISASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEBAGAI PENCEGAHAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020,38, https://doi.org/10.22146/jmh.47512.]  [50:  Abd Hannan, “Regulasi Dana Kampanye Kolektif Untuk Pemilu Yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka,” Jurnal Partisipatoris, 2022,413.] 

Persoalan pendanaan politik juga menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya teratasi dalam pemilu presiden di Indonesia. Regulasi mengenai sumber dan batasan dana kampanye masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keunggulan politik.[footnoteRef:51] Calon presiden dan partai politik yang memiliki jaringan donatur kuat atau dukungan dari kelompok ekonomi besar cenderung lebih mudah menggalang dana dalam jumlah signifikan.[footnoteRef:52] Ketimpangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan, karena calon dengan dana terbatas sulit bersaing dalam hal promosi, logistik, maupun mobilisasi massa. [51:  Hardiansa Haruna and Maria Madalina, “ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SUMBER KEUANGAN UTAMA DALAM PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM,” Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 2023,170, https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51859.]  [52:  Abdul Rahman Ma’mun and Meidi Kosandi, “Politik Pendanaan Kampanye Dalam Pemilihan Presiden 2019,” LITERATUS, 2020,162, https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.93.] 

Dampak dari ketidakjelasan regulasi kampanye dan pendanaan politik sangat terasa terhadap kualitas demokrasi dan representasi politik di Indonesia. Calon dengan keunggulan dana besar memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi opini publik dan memperoleh suara, sementara calon lain yang minim sumber daya cenderung tersisih dari persaingan. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, karena muncul anggapan bahwa kemenangan lebih ditentukan oleh kekuatan finansial daripada gagasan dan integritas calon. Untuk itu, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi sangat penting agar pemilu benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta.
Potensi konflik sosial yang muncul akibat persaingan politik yang sengit menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat, perbedaan ideologi yang tajam antara dua partai besar, Demokrat dan Republik, sering kali memicu polarisasi yang mendalam di masyarakat.[footnoteRef:53] Polarisasi ini tidak hanya terjadi di ranah politik formal, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial sehari-hari, sehingga menciptakan perpecahan yang cukup serius di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ketegangan ini kerap meningkat terutama menjelang dan sesudah pengumuman hasil pemilu, terutama jika hasil tersebut dianggap kontroversial atau tidak adil oleh sebagian pihak. [53:  R. Warren Anderson, “Politics, Economics and Native American Conflicts,” Asia‐Pacific Economic History Review 64, no. 1 (March 6, 2024): 13, https://doi.org/10.1111/aehr.12283.] 

Situasi polarisasi yang tajam di Amerika Serikat sering kali berujung pada protes dan demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah. Ketegangan sosial ini tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan gangguan ketertiban umum, yang pada akhirnya menuntut respons cepat dari aparat keamanan dan lembaga pemerintahan.[footnoteRef:54] Dalam konteks ini, kesiapan institusi negara menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Selain itu, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan untuk menerima hasil pemilu secara damai, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang tajam. Ketidakmampuan menerima hasil pemilu secara damai dapat mengancam kelangsungan demokrasi dan memperburuk iklim politik nasional. [54:  Neal Caren, “Right-Wing Protest in the United States, 2017 to 2022,” Socius, 2023,9 https://doi.org/10.1177/23780231231181900.] 

Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia menambah lapisan kompleksitas yang signifikan dalam menjaga stabilitas politik selama dan setelah pemilu. Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis yang memiliki tradisi, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda.[footnoteRef:55] Perbedaan ini tidak hanya memperkaya budaya nasional, tetapi juga menuntut pendekatan yang hati-hati dalam proses politik agar tidak menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat. Ketika pemilu berlangsung, sentimen identitas sering kali menjadi alat politik yang digunakan untuk memobilisasi dukungan, sehingga berpotensi memicu ketegangan horizontal yang dapat mengancam harmoni sosial. [55:  Fitria Barokah et al., “Disrupsi Politik,” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 21, no. 1 (June 30, 2022): 5, https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273.] 

Persaingan antar calon presiden di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika koalisi partai politik yang kompleks serta kepentingan daerah yang beragam. Sistem multipartai yang dianut memungkinkan berbagai partai politik membentuk koalisi demi memenangkan pemilu, namun koalisi ini seringkali bersifat pragmatis dan rentan terhadap pergeseran kepentingan. Kepentingan daerah juga menjadi faktor penting, karena calon presiden harus memperhitungkan dukungan dari berbagai wilayah yang memiliki kebutuhan dan aspirasi berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada persaingan politik yang sengit dan terkadang menimbulkan perpecahan di tingkat masyarakat.
Isu-isu identitas dan politik uang masih menjadi persoalan serius yang memperparah ketegangan selama proses pemilu di Indonesia. Politik identitas sering dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan dengan cara yang dapat memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, atau kelompok sosial tertentu.[footnoteRef:56] Sementara itu, praktik politik uang yang masih marak mengganggu prinsip keadilan dan transparansi dalam pemilu, karena calon dengan sumber daya finansial lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan suara.[footnoteRef:57] Situasi ini menjadikan pemilu bukan hanya sebagai kompetisi politik, tetapi juga ujian bagi kemampuan negara dan masyarakat dalam mengelola perbedaan serta menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman yang ada. [56:  Idham Idham and Suaib Amin Pranowo, “PILKADA, POLITIK IDENTITAS DAN KEKERASAN BUDAYA,” Jurnal Renaissance, 2020,4 https://doi.org/10.53878/jr.v5i2.117.]  [57:  Harahap and others.] 

Proses demokrasi dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia memperlihatkan kompleksitas yang tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Interaksi antara faktor teknis, sosial, dan politik memengaruhi bagaimana mekanisme pemilu dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Di Amerika Serikat, sistem Electoral College menimbulkan dinamika tersendiri yang terkadang bertentangan dengan prinsip suara mayoritas, sementara di Indonesia, pemilu langsung menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penanganan sengketa yang berpengaruh pada legitimasi hasil. Kompleksitas tersebut menggambarkan bahwa demokrasi bukan sekadar proses pemilihan, melainkan juga sebuah sistem yang harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kondisi sosial-politik yang beragam.
Kondisi ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana setiap elemen dalam sistem pemilu bekerja dan saling memengaruhi. Faktor teknis seperti mekanisme penghitungan suara dan tahapan pemilu harus didukung oleh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang transparan agar hasil pemilu dapat diterima secara luas. Aspek sosial, termasuk partisipasi masyarakat dan dinamika politik lokal, turut menentukan keberhasilan proses demokrasi. Ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dalam salah satu aspek dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan kredibilitas pemilu. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tantangan yang ada menjadi sangat penting untuk memperkuat fondasi demokrasi di kedua negara.

 
SIMPULAN 
Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College untuk memilih presiden secara tidak langsung, di mana suara rakyat diwakili oleh elector dari partai politik di tiap negara bagian. Mekanisme ini menganut prinsip winner takes all, yaitu kandidat pemenang suara mayoritas di suatu negara bagian memperoleh seluruh suara electoral. Jumlah elector disesuaikan dengan jumlah anggota Kongres (gabungan DPR dan Senat) tiap negara bagian. Setelah pemilihan di negara bagian selesai, elector berkumpul di ibu kota negara bagian untuk memberikan suara, lalu hasilnya dikirim ke Kongres. Sementara itu, Indonesia menerapkan pemilihan presiden langsung tanpa perantara, dengan penghitungan suara nasional. Pasangan calon dengan suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang, mencerminkan prinsip demokrasi yang sederhana dan transparan.
Perbedaan mendasar kedua sistem terletak pada filosofi politiknya. Amerika Serikat menekankan keseimbangan kepentingan negara bagian melalui Electoral College, sesuai sejarah federalismenya. Sebaliknya, Indonesia mengutamakan prinsip demokrasi sebagai negara kesatuan melalui kesetaraan suara rakyat secara langsung, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sistem negara kesatuan. Penerapan Electoral College di Indonesia dinilai kurang relevan karena struktur desentralisasi di Indonesia tidak memberi kedaulatan penuh pada provinsi seperti negara bagian di Amerika Serikat. Provinsi hanya memiliki kewenangan otonomi terbatas, sehingga sistem pemilihan langsung tetap lebih sesuai untuk menjaga keadilan dan pemerataan dukungan dari seluruh wilayah. Untuk itu, masing - masing negara dapat memilih sendiri sistem yang menurutnya paling layak dan efektif digunakan di negaranya.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan legitimasi pemilihan presiden di Indonesia, perlu dilakukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif, terutama untuk mengatasi kendala teknis dan social yang berpotensi mengganggu proses demokrasi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat distribusi logistik dan penghitungan suara, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pemilu di daerah terpencil harus menjadi prioritas agar pengawasan dapat berjalan efektif. Di sisi lain, reformasi dalam regulasi pendanaan kampanye dan pengendalian politik uang perlu diperkuat untuk menciptakan persaingan yang adil dan sehat antar calon presiden. Terakhir, pendidikan politik kepada masyarakat harus terus digalakkan guna meningkatkan literasi politik dan partisipasi pemilih, sekaligus mendorong sikap kritis dan toleransi yang mampu meredam potensi konflik sosial selama dan pasca-pemilu. Upaya terpadu ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi demokrasi Indonesia sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
Pelaksanaan pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang memengaruhi legitimasi dan integritas demokrasi. Di Amerika, sistem Electoral College kerap menimbulkan ketidaksesuaian antara suara populer dan hasil pemilu, memicu polarisasi politik serta ketidakpuasan akibat fokus kampanye pada "swing states". Di Indonesia, tantangan utama meliputi geografis yang menyulitkan distribusi logistik, rendahnya literasi politik, lemahnya pengawasan yang berpotensi memicu kecurangan, serta penanganan sengketa yang lambat dan tidak transparan. Kedua negara juga menghadapi masalah pendanaan kampanye yang tidak seimbang dan politik identitas yang memperparah konflik sosial. Di Amerika, polarisasi antara partai Demokrat dan Republik mengancam stabilitas. Sementara di Indonesia, keberagaman etnis dan koalisi pragmatis memperumit persaingan politik. Keduanya memerlukan regulasi transparan, penguatan kapasitas institusi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keadilan dan kredibilitas pemilu sebagai fondasi demokrasi.
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